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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi terkait dengan  Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam menjalankan fungsinya yakni melakukan pengawasan melalui laporan atau aduan dari masyarakat atau perseorangan atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal melakukan pengawasan melalui laporan atau aduan tersebut, terjadi peningkatan jumlah laporan atau aduan dari masyarakat atau perseorangan  setiap tahun meningkat. Padahal tujuan dengan adanya Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur tersebut bertujuan mewujudkan good governance di Provinsi Jawa Timur salah satunya melalui Lembaga Ombudsman. Tujuan penelitian ini untuk menjawab bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dan Upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam mengatasi jumlah peningkatan laporan atau aduan dari masyarakat atau perseorangan atas tindakan maladministrasi dalam mewujudkan good governance di Provinsi Jawa Timur. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau empiris atau non doktrinal. Sedangkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam menjalankan fungsinya dan juga mewujudkan good governance salah satunya melalui lembaga Ombudsman tersebut  belum maksimal. Hal ini dikarenakan Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur memiliki beberapa kendala yaitu yang pertama kendala internal, yang kedua kendala eksternal. Kendala internal berupa terbatasnya jumlah Sumber daya Manusia (SDM) atau pegawai, terbatasnya pegawai yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik, terbatasnya anggaran dana. Kendala eksternal meliputi  tidak adanya i’tikad baik dari penyelenggara pelayanan publik atau terlapor dan adanya sistem birokrasi dari penyelenggara pelayanan publik yang bersifat tertutup. Upaya dalam mengatasi kendala internal yakni dengan cara pengajuan permohonan pegawai, dan anggaran dana pada Lembaga Ombudsman Pusat, kemudian mengikuti beberapa pelatihan. Upaya dalam mengatasi kendala eksternal yakni dengan cara melakukan sosialisasi dan selalu berhubungan dengan pihak penyelenggara pelayanan publik sehingga mereka paham terkait dengan keberadaan Lembaga Ombudsman.
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Abstract
	This research is motivated associated with the East Java Regional Ombudsman Institution in performing, its function which is to supervise through reports or complaints from the public or individuals for acts of maladministration made by public services. In terms of monitoring by the report or the complaint, an increasing number of reports or complaint from the public or individuals each year is increasing. Whereas a purpose ombudsman institute of east java aims to realize good governance in the province of East Java, one of them through the Ombudsman. The purpose of writing this essay to answer how the form of services provided by the Institute of Regional Ombudsman East Java and attempt what was done by the Institute of Regional Ombudsman of East Java in addressing the increasing amount of reports or complaints from the public or individuals for acts of maladministration in realizing good governance in East Java, The method used is the juridical sociological or empirical or non-doctrinal. The data analyze technique in the form of qualitative descriptive.The results show that the East Java Regional Ombudsman Institution in performing its function and also realize good governance one of them through the institution of the Ombudsman is not maximized. Because the East Java Regional Ombudsman has some constraints, that the first is internal obstacles, the second external constraints. Internal constraints such as the limited number of Human Resources (HR) or employees, employees who have a limited ability or competence better, the limited budget. External constraints include lack of good i'tikad of public service providers or reported and the bureaucratic system of public service providers that are closed. Efforts to overcome internal obstacles namely by filing clerks, and budgetary funds on the Ombudsman Institution Center, then follow some training. The efforts to overcome external constraints which are a way to socialize and keep in touch with the organizers so that they understand the public service associated with the presence of the Ombudsman Institution.










Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan efektif merupakan dambaan setiap warga negara dimanapun. Hal tersebut telah menjadi tuntutan masyarakat yang selama ini hak-hak mereka kurang memperoleh perhatian dan pengakuan secara layak, sekalipun hidup didalam negara Republik Indonesia. Good governance sudah lama menjadi mimpi banyak orang. Kendati demikian sebuah pemahaman mengenai good governance selalu berbeda-beda, sebagian besar dari mereka mengharapkan bahwa dengan adanya good governance mereka dapat memiliki sebuah kualitas dalam pemerintahan. Dan juga diantara mereka membayangkan bahwa dengan adanya good governance didalam pelayanan publik akan menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintahan menjadi semakin peduli dengan kepentingan masyarakat.
Good governance dapat terlaksana sepenuhnya apabila ada keingingnan kuat didalam penyelenggara pemerintahan untuk berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan kepatutan yang berlaku, namun juga yang sangat mendasar yaitu adanya kerelaan para penyelengara pemerintahan untuk segera dikontrol dan diawasi. Masyarakat yang mana merupakan sebagai pengguna layanan publik sangatlah memerlukan sebuah  tempat untuk dapat melakukan pengawasan serta menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Dalam menampung keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai sebuah tindakan maladministrasi, salah satunya melalui Lembaga Ombudsman.
Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ( untuk selanjutnya disebut UU Ombudsman Republik Indonesia ) “ Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang tersebut, termasuk  kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara atau pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan ”.Dengan adanya tindakan tersebut menandakan lemahnya sebuah pengawasan terhadap birokrasi pemerintahan.
Pembentukan sebuah Lembaga Ombudsman Republik Indonesia itu terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Lembaga Ombudsman Republik Indonesia itu berdiri pada tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional, sedangkan undang undang tentang Ombudsman Republik Indonesia itu sendiri baru ada pada tanggal 27 Oktober 2008.Lembaga ombudsman pada dasarnya merupakan sebuah lembaga yang secara mandiri menerima dan menyelidiki tuduhan-tuduhan sebuah kesalahan administrasi atau maladministrasi. Lembaga Ombudsman didirikan berdasar pada keinginan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Landasan hukum  Lembaga Ombudsman adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia untuk mempertegas keberadaan Ombudsman secara yuridis.
Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang bertekad untuk mewujudkan good governance serta bebas dari KKN. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan good governance diterapkan dalam setiap kebijakan. Salah satunya yaitu melalui  penyelenggara pelayanan publik yang mana mengedepankan transparansi, akuntabilitas serta peran masyarakat yang mana merupakan prinsip utama didalam mewujudkan good governance tersebut. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal mewujudkan  good governance  didalam penyelenggaraan pelayanan publik di provinsi Jawa Timur salah satunya yaitu dengan cara membentuk sebuah  Lembaga Ombudsman daerah di Provinsi Jawa Timur.
Semenjak telah didirikannya sebuah lembaga Ombudsman Daerah di Provinsi Jawa Timur masih sering mendapat sebuah pertanyaan terkait dengan pelaksanaan fungsi Lembga Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik dalam mendukung terwujudnya good governance di Provinsi Jawa Timur. Namun, Lembaga Ombudsman Daerah  di Provinsi Jawa Timur  ini dalam menjalankan fungsinya belum berjalan dengan maksimal serta kurang memberi pengaruh dalam usaha wewujudkan good governance salah satunya melalui lembaga Ombudsman Daerah di Provinsi Jawa Timur tersebut.
Pada saat ini terkait menjalankan fungsi dari lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam melakukan sebuah pengawasan melalui laporan atau aduan dari masyarakat terhadap  penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur masih belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya jumlah laporan atau pengaduan atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik tiap tahun terus meningkat akan tetapi tidak terlalu signifikan. Dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :
1.	Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur
2.	Upaya apakah yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam mengatasi jumlah peningkatan laporan atau aduan dari masyarakat atas tindakan maladministrasi dalam mewujudkan good governance di Provinsi Jawa Timur 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam mengatasi jumlah peningkatan laporan atau aduan masyarakat atas tindakan maladministrasi dalam mewujudkan good governance di Provinsi Jawa Timur.
Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis atau empiris atau non doktrinal. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang mempola. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur, Dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya 1. Peneliti mengambil lokasi peneitian di Kantor Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dengan alasan Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur merupakan lembaga yang berperan aktif melakukan tindakan dalam melakukan pengawasan dan mencegah atas tindakan maladministrasi yang di lakukan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Dan peneliti mengambil lokasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya 1 karana instansi atau lembaga tersebut merupakan instansi atau lembaga yang sering dilaporkan oleh masyarakat pada Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur.




Didalam menjalankan Fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur melakukan pengawasan secara inisiatif dan melalui laporan atau aduan dari masyarakat. Dalam hal tersebut, peneliti menitikberatkan pada Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur melakukan pengawasan melalaui laporan atau aduan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengambil data yang berasal dari Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur terkait dengan laporan atau aduan dari masyarakat terkait dengan Instansi atau Lembaga yang sering dilaporkan masyarakat pada Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur yaitu pada Kantor  Pertanahan Kota Surabaya 1. Alasan masyarakat mengadukan atau laporkan terkait yaitu dengan adanya ketidakpuasan terhadap pelayanan dan tidak ada tanggapan dari intansi pelapor terhadap laporan yang dilakukan oleh masyarakat. Maka dari itu masyakat melakukan pengaduan kepada Ombudsman dan menanggapi laporan tersebut. 
Pada instansi atau lembaga tersebut yakni dari kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 ternyata laporan atau aduan dari masyarakat yang sering dilaporkan oleh masyarakat pada Lembaga Ombudsman Daearah Jawa Timur. Yang mana dari tiap tahun jumlah laporannya terjadi peningkatan. Dan tindakan maladministrasi yang sering dilaporkan oleh masyarakat pada Lembaga Ombudsman adalah tindakan maladministrasi berkaitan dengan penundaan berlarut, tindakan maladministrasi berkaitan dengan adanya pungutan liar serta tindakan maladministrasi berkaitan dengan tidak transparan.
Dari hal itu semua atas tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang ada, Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur menyelesaikan laporannya yang mana rata-rata poses penyelesaiannya  dengan cara  melakukan klarifikasi yang mana pihak Lembaga Ombudsman mengklarifikasi atas tindakan  maladministrasi yang telah dilakukan oleh  instansi terlapor.
Selain itu, meskipun terdapat kendala-kendala yang dimiliki oleh Ombudsman yaitu didalam melakukan proses penyelesaian laporan dengan cara klarifikasi tersebut yang telah  dilaksanakan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur, hal tersebut dalam menangani proses penyelesaian atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh lembaga ombudsman menjadi belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan instansi terlapor dapat dikatakan tidak mempunyai i’tikad baik dalam hal proses penyelesaian laporan tersebut. Yang mana itu masing – masing pihak, seharusnya klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur diharapkan mampu memberikan solusi yang terbaik kepada pelapor dan terlapor. Dan tujuan dengan adanya penyelesaian laporan tersebut demi melakukan pada perbaikan didalam pelayanan.  
Didalam menjalankan fungsinya, Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur mendapatkan beberapa kendala-kendala antara lain  yang pertama kendala internal dan yang kedua kendala eksternal. Adapun kendala internal yaitu terbatasnya anggaran dana, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) atau pegawai, terbatasnya pegawai yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik. Adapun juga kendala eksternal yaitu tidak adanya itikat baik dari penyelenggara pelayanan publik atau terlapor dan juga adanya sistem birokrasi dari penyelenggara pelayanan publik yang bersifat tertutup.
Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut diatas, Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur memiliki suatu upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu langkah pertama terkait dengan upaya dalam mengatasi kendala internal, yaitu Lembaga Ombdusman Daerah Jawa Timur akan meminta  terkait dengan pengajuan kepada Lembaga Ombudman Pusat Republik Indonesia yang mana dengan meminta penambahan beberpa anggota didalam Lembaga Ombudsman Daerah, menerima magang dari mahasiswa untuk membantu dalam  hal proses administrasi penyelesian laporan di Lembaga Ombudman Daerah tujuan tersebut bertujuan untuk supaya dalam proses administrasi yang ada di dalam Lembaga Ombudsman daerah Jawa Timur itu bisa berjalan dengan lancar tanpa dan efektif ,setelah Lembaga Ombudsman Daerah jawa Timur meminta terkait dengan penambahan anggaran dana, dan memberikan beberpa pelatihan-pelatihan terhadap anggota Lembaga Ombudsman daerah Jawa Timur terkait masalah penyelesaian tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik ini bertujuan supaya anggota Lembaga Ombudsman bisa untuk Kompetitif didalam hal mengatasi permaslahan dari beberpa tindakan maladministrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. 
Sedangkan terkait dengan upaya dalam mengatasi kendala eksternal yaitu Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur akan  menyadarkan pihak penyelenggara pelayanan publik yang mana dengan cara melakukan beberapa sosialisasi serta pembinaan pada pihak penyelenggaraan pelayanan publik dan juga masyarakat terkait dengan keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dan juga selalu berhubungan dengan instansi atau lembaga penyelenggara pelayanan publik serta masyarakat dengan baik sehingga mereka paham tentang keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dengan kata lain bahwa Lembaga Ombudsman ada dengan tujuan melakukan perbaikan didalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan tujuan supaya dapat terlaksananya good governance didalam pelayanan publik.
Pembahasan
1.	Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur
Ombudsman menjalanakan Fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur melakukan pengawasan secara inisiatif dan melalui laporan atau aduan dari masyarakat. Dalam hal tersebut, peneliti menitikberatkan pada Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur melakukan pengawasan melalaui laporan atau aduan masyarakat. Yang mana terkait dengan laporan pada Lembaga Ombudsman terjadi peningkatan pada jumlah laporan atau aduan dari masyarakat terhadap ,penyelenggaraan pelayanan publik atas tindakan maladministrasi. Dan khususnya pada instansi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1. 
Hal tersebut diatas berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa instansi pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya1 merupakan instansi yang sering dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat pada Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian bahwa indikasi maladministrasi yang sering dilaporkan oleh masyarakat pada Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur adalah berkaitan dengan adanya pungutan liar, adanya tindakan maladministrasi yang berkaitan penundaan yang berlarut, serta ketidakadanya transparan didalam pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Surabaya1
Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam memberikan suatu pelayanan yaitu menerima dan menyelesaikan laporan atau aduan atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian, Terkait dengan adanya tindakan maladministrasi yakni adanya penundaan berlarut, adanya pungutan liar, serta tidak adanya transparan dalam pelayan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya1 yang mana jenis tindakan tersebut menduduki yang teratas dengan kata lain adalah yang sering dilaporkan oleh masyarakat pada Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur. 
Sebelum adanya proses penyelesaian laporan secara klarifikasi pihak pelapor terlebih dahulu untuk dimintai beberapa persyaratan ang mana persyaratan tersebut harus sesuai dengan syrata formil serta syarat materiil. Syarat formil terkait dengan kelengkapan identitas diri, sedangkan terkait dengan syarat materiil dilihat dari apakah Lembaga Ombudsmna Daerah memiliki kewenangan dalam hal  tindakan tersebut.
Setelah terkait dengan persyaratan itu terpenuhi, maka pihak Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur akan melakukan klarifikasi pada pihak terlapor. Dan hasil dari penyelesaian laporan tersebut, pihak Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur mengirimkan laporan secara tertulis kepada pihak pelapor. 

2.	Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam mengatasi jumlah peningkatan laporan atau aduan dari masyarakat atas tindakan maladministrasi dalam mewujudkan good governance di Provinsi Jawa Timur
Sebelum membahas terkait dengan  upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam mengatasi jumlah peningkatan laporan atau aduan atas tindakan maladministrasi dalam mewujudkan good governance, peneliti akan membahas terlebih dahulu terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur.
Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur tderdapat dua macam kendala yaitu :
1)	Kendala internal 
Kendala internal yang dihadapi oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur diantaranya adalah :
a.	Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai terbatas
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muflkhul Hadi selaku asisten bidang penyelesaian laporan, beliau menyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) atau pegawai, karena jumlah SDM atau  pegawai yang ada di Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur hanya ada 10 orang. Padahal Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam menjalankan fungsinya yaitu mengawasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur yang mana  melalui laporan atau aduan dari masyarakat atau perseorangan tiap tahun meningkat.
b.	Terbatasnya pegawai yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik.
Dengan berkembangnya teknologi dan semakin meningkatnya modus operandi, maka dibutuhkan pegawai yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk mempermudah Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur terutama pada bidang penyelesaian laporan ketika melakukan investigasi terhadap laporan atas tindakan maladministrasi pada penyelenggara pelayanan publik secara optimal
c.	Terbatasnya Anggaran Dana 
Anggaran Dana dari Lembaga Ombudsman Pusat Republik Indonesia pada Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur itu terbatas, padahal anggaran dana tersebut digunakan untuk menunjang dalam kegiatan operasi yang dilakukan oleh pihak Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur.
2)	Kendala Eksternal
a.	Tidak adanya i’tikad baik dari penyelenggara pelayanan publik atau terlapor
Pihak penyelenggara penyelenggra pelayanan publik yang melakukan atas tindakan maladministrasi itu tidak bisa kooperatif dengan pihak Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam menyelesaikan laporan tersebut, sehingga pihak terlapor atau penyelenggara pelayanan publik tersebut dapat dikatakan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan laporan tersebut. 
b.	Adanya sistem birokrasi dari penyelenggara pelayanan publik yang bersifat tertutup
Dalam Konteks sistem birokrasi yang tertutup misalnya penyelenggara pelayanan publik yang bersifat tertutup mungkin dari atasannya sampai bawahannya bermasalah dalam konteks sistem birokrasi. Sehingga Lembaga Ombudsman sulit dalam melakukan pengawasan dan juga dalam penyelesaian laporan.
Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam mengatasi jumlah peningkatan laporan atau aduan atas tindakan maladministrasi dalam mewujudkan good governance, maka upaya yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam mengatasi kendala tersebut adalah :

1.	Upaya Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam mengatasi kendala-kendala internal meliputi :
a.	Upaya dalam mengatasi pegawai yang terbatas
Dalam menghadapi permasalahan ini, yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur  adalah meminta pengajuan permohonan pegawai ke Lembaga Ombudsman Pusat Republik Indonesia, agar dilakukan penambahan pegawai, serta menerima magang dari mahasiswa untuk membantu dalam proses administrasi penyelesian laporan di Lembaga Ombudman Daerah Jawa Timur.  Disamping  itu yang bisa dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur  adalah dengan memaksimalkan pegawai yang ada sehingga  akan terjadi perangkapan pekerjaan.
b.	Upaya dalam mengatasi terbatasnya pegawai yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik
Dalam menghadapi permaslahan ini, maka upaya yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi beberapa pelatihan dalam menangani berbagai macam kasus tindakan maladministrasi dalam pelayanan publik dengan cara :
1. Mengikuti program Coaching Clinic (kasus terkini)
2. Mengikuti studi banding
3.Mengikuti pertemuan tingkat nasional yang diadakan oleh  Lembaga Ombudsman Pusat Republik Indonesia untuk membuat strategi-strategi yang akan dilakukan untuk kedepannya.
c. Upaya dalam mengatasi terbatasnya jumlah anggaran dana
Dalam mengatasi permasalah ini, maka Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur membuat permohonan dana kepada Lembaga Ombudsman Pusat Republik Indonesia, dimana dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan.
	Upaya Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam mengatasi kendala-kendala eksternal   meliputi :
a.	Upaya dalam mengatasi tidak adanya i’tikad baik dari penyelenggara pelayanan publik atau terlapor
Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Daerah Jawa Timur dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur menyadarkan penyelenggara pelayanan publik atau terlapor dengan melakukan sosialsisi pada terkait dengan adanya keberadaan Lembaga Ombudsman.

b.	Upaya dalam mengatasi adanya sistem birokrasi dari penyelenggara pelayanan publik yang bersifat tertutup
Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam mengatasi permasalahan ini adalah Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur Selalu berhubungan dengan instansi penyelenggara pelayanan publik dengan baik sehingga mereka paham tentang keberadaan Lembaga Ombudsman 
Berdasarkan upaya Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya, diharapkan dapat meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur sehingga dapat memaksimalkan dalam menjalankan fungsi Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam mewujudkan good governance di Provinsi Jawa Timur.

 PENUTUP
A. Simpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka simpulan dalam penelitian ini adalah :
1.	Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam menjalankan fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur memiliki beberapa kendala yaitu adanya kendala internal dan juga kendala eksternal. Oleh karena itulah usaha dalam mewujudkan good governance di Provinsi Jawa Timur salah satunya melalui Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur itu masih belum maksimal dikarenakan adanya beberapa kendala tersebut.
2.	Kendala-kendala yang dimliki oleh Lembaga Ombudsan Daerah Jawa Timur adalah yang pertama kendala internal dan yang keduakendala eksternal. Yang  pertama kendala internal meliputi terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau Pegawai, Terbatasnya pegawai yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik, terbatasnya anggaran dana. Yang kedua kendala eksternal meliputi tidak adanya i’tikad baik dari penyelenggara pelayanan publik atau terlapor, adanya sistem birokrasi dari penyelenggara pelayanan publik yang bersifat tertutup.
3.	Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam mengatasi kendala-kendala yang dimiliki oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur adalah :
a.	Upaya dalam mengatasi kendala internal meliputi :
Dalam mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan pegawai, dan anggaran dana, maka Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur melakukan pengajuan permohonan pegawai, dan anggaran dana kepada Lembaga Ombudsman Pusat Republik Indonesia. Sedangkan untuk mengatasi kendala terhadap terbatasnya pegawai yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik adalah dengan cara para pegawai mengikuti pelatihan.
b.	Upaya dalam mengatasi kendala eksternal meliputi :
Dalam mengatasi kendala-kendala eksternal, Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur melakukan melakukan sosialsisi pada instansi penyelenggara pelayanan publik terkait dengan adanya keberadaan Lembaga Ombudsman. Dan juga sselalu berhubungan dengan instansi penyelenggara pelayanan publik dengan baik sehingga mereka paham tentang keberadaan Lembaga Ombudsman.

B.Saran 
Saran yang diberikan oleh peneliti diantaranya adalah :
1.	 Lembaga Ombudsman Daerah jawa Timur dalam melakukan pengawasan yakni melalui laporan atau aduan dari masyarakat atau perseorangan, sebaiknya lebih untuk ditingkatkan dalam melakukan pengawasan  tersebut, karena melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik  melalui laporan atau aduan dari masyarakat atau perseorangan dirasa akan lebih efektif.
2.	Agar kendala yang dimiliki oleh Lembaga Ombusdman Daerah Jawa Timur dapat teratasi, maka Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur harus lebih aktif  dalam melakukan sosialisasi baik pada masyarakat serta pemerintah sehingga  terkait dengan keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur mendapat dukungan serta menjadi semakin eksis dan bermanfaat.
3.	Dalam menindaklanjuti banyaknya laporan yang masuk, Lembaga Ombudsman Daerah harus memperbaiki sistem administrasi agar lebih baik, agar penanganan laporan lebih efisien dan efektif.
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